WALI KOTA BANJARMASIN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR ©““2 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA KAS BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA

Menimbang :

Mengingat

—

BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021
WALI KOTA BANJARMASIN,

bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Badan Layanan
Umum Daerah, perlu menetapkan Bendahara Penerimaan,
Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Kas Badan
Layanan Umum Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin
Tahun Anggaran 2021;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a , perlu menetapkan Keputusan Wali Kota
tentang Penetapan Bendahara Penerimaan, Bendahara
Pengeluaran dan Bendahara Kas Badan Layanan Umum
Daerah Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran
2021;

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1933 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1820);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia
Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4400);



10.
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Und?.ng-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem
Ja:mnar.l Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5063);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011
tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48,
Tambahan Lemabaran Negara Nomor 4502} sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74
Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Badan Layanan Umum Kesehatan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Perubahan
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun
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KESATU
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2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018
tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor
77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2020 Nomor 1781);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016
tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah
Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin
Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 40) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 3 Tahun 2021
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota
Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjarmasin
(Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2021 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Nomor 63);

Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 7 Tahun 2020
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota
Banjarmasin Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah
Tahun 2020 Nomor 7);

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 96 Tahun 2018
tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum
Daerah Puskesmas Kota Banjarmasin (Berita Daerah Kota
Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 96);

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 97 Tahun 2018
tentang Rencana Bisnis dan Anggaran serta Pelaksanaan
Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (Berita Daerah
Kota Banjarmasin Tahun 2018 Nomor 97);

Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 74 Tahun 2020
tentang Tarif Layanan Badan Layanan Umum Daerah Unit
Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat Kota
Banjarmasin (Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2020

Nomor 75);
MEMUTUSKAN :

. Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan
Bendahara Kas Badan Layanan Umum Daerah
Pemerintah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2021
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan
Wali Kota ini.



KEDUA

KETIGA

Bendahara sebagaimana dimaksud diktum KESATU
melaksanakan fungsi menerima, menyimpan,
membayarkan, menatausahakan, dan

mempertanggungjawabkan sesuai ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Banjarmasm
pada tanggal 17 D¢ '
WALI KOTA BANJARMAS[N

e

IBNU SINA



LAMPIRAN

KEPUTUSAN WALI KOTA BANJARMASIN
NOMOR 693 TAHUN 2021
TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA PENERIMAAN,
BENDAHARA PENGELUARAN DAN
BENDAHARA KAS BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH PEMERINTAH KOTA
BANJARMASIN TAHUN ANGGARAN 2021

NO NAMA/NIP KEWENANGAN

1 TYKA PUSPITA SARI BENDAHARA PENERIMAAN BLUD
NIP.19820308 201406 2 007 RSUD SULTAN SURIANSYAH

0 WAHYU DINI OKTAVIA, AMG BENDAHARA PENERIMAAN BLUD
NIP.19841002 201001 2 016 PUSKESMAS CEMPAKA

3 NURUL HIKMAH, AM.KEB BENDAHARA PENERIMAAN BLUD
NIP.19840812 201101 2 004 PUSKESMAS KELAYAN TIMUR

4 VENNY INDRIYANI, AMG BENDAHARA PENERIMAAN BLUD
NIP.19830912 201001 2 018 PUSKESMAS PEKAUMAN

5 RISNA YULIANI, AMK BENDAHARA PENERIMAAN BLUD
NIP.19870701 201001 2 007 PUSKESMAS PELAMBUAN

6 AMALLE, AMD BENDAHARA PENERIMAAN BLUD
NIP.198404 14 201001 2 027 PUSKESMAS TELUK TIRAM

7 RISKA MIRNAWATI BENDAHARA PENERIMAAN BLUD
NIP.19760426 199503 2 001 PUSKESMAS SUNGAI JINGAH

8 NURAENI, AMK BENDAHARA PENERIMAAN BLUD
NIP.19840330 201001 2 013 PUSKESMAS PEMURUS BARU

9 HJ. SUNARMI, AM,KEB BENDAHARA PENERIMAAN BLUD
NIP.19690205 198903 2 008 PUSKESMAS 9 NOPEMBER

10 MARIANA OLPAH BENDAHARA PENERIMAAN BLUD
NIP.19810304 201406 2 006 PUSKESMAS ALALAK SELATAN

11 LISTYA WULANSARI, AM.KEB BENDAHARA PENERIMAAN BLUD
NIP.19891015 201101 2 002 PUSKESMAS KARANG MEKAR

12 ZUBAIDAH BENDAHARA PENERIMAAN BLUD
NIP.19750511 199403 2 003 PUSKESMAS GADANG HANYAR

13 DRG. FITRIAN RIKSAVIANTI BENDAHARA PENERIMAAN BLUD

NIP.19910424 201903 2 014

PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH

14

AMALIA MARETHA, AMD. FAR
NIP.19860305 200501 2 002

BENDAHARA PENERIMAAN BLUD
PUSKESMAS TELUK DALAM




NO

NAMA/NIP

KEWENANGAN

NOOR BAYAH, SKM

15 BENDAHARA PENERIMAAN BLUD
NIP.19921017 201903 2 007 PUSKESMAS PEMURUS DALAM

16 ULFATUL HASANAH, S.GZ BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
NIP.198205112006042 016 RSUD SULTAN SURIANSYAH

17 SRI HARTATI,A.MD BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
NIP.19840317 201001 2 012 PUSKESMAS CEMPAKA

18 YULIANI, A.MD BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
NIP.19850710 200803 2 002 PUSKESMAS KELAYAN TIMUR

19 NORLAILA SARI, A MD BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
NIP.19890405 201001 2 003 PUSKESMAS PEKAUMAN

20 SILVIA DESMALINA,A.MD BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
NIP.19861230 201001 2 014 PUSKESMAS PELAMBUAN

21 RITA KESUMAWATI, A.MD.KES BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
NIP.19841023 201406 2 003 PUSKESMAS TELUK TIRAM

20 EDDINA NUGRAHAWATI PRATIWI,AMG BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
NIP.19851006 201001 2016 PUSKESMAS SUNGAI JINGAH

23 ROLIYA OLFAH, A. MD BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
NIP.19841223 101001 2 011 PUSKESMAS PEMURUS BARU

24 ANDI RAYA SADI, SKM BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
NIP.19860609 201001 1 005 PUSKESMAS 9 NOPEMBER

25 SUPARTI, A.MD BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
NIP.19850502 201001 2 013 PUSKESMAS ALALAK SELATAN

26 YAYU AMILIA, AMKL BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
NIP.19840308 201001 2017 PUSKESMAS KARANG MEKAR

27 RANI DEVIA, A.MD BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
NIP.19870819 201001 2 008 PUSKESMAS GADANG HANYAR

28 LUCI DESIANA , A. MD.AK BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
NIP.19881226 201001 2 003 PUSKESMAS CEMPAKA PUTIH

29 MAHDA NOOR, SE BENDAHARA PENGELUARAN BLUD

NIP.198906302010012002 PUSKESMAS TELUK DALAM

30 BENDRIAN SARI,A.MD BENDAHARA PENGELUARAN BLUD
NIP.19840820 201001 1 009 PUSKESMAS PEMURUS DALAM

31 RISTY SUSANTI, SKM, MM BENDAHARA KAS BLUD
NIP.19821120 201001 2 019 RSUD SULTAN SURIANSYAH

o TATY, SKM BENDAHARA KAS BLUD
3 NIP.19751119 199903 2 002 PUSKESMAS CEMPAKA




NO

NAMA/NIP

KEWENANGAN

FITRIYANI, S.KEP.NS

BENDAHARA KAS BLUD

33 NIP. 19850906 200903 2 017 PUSKESMAS KELAYAN TIMUR
34 HJ. MAHRITA HARYANI, AMG BENDAHARA KAS BLUD
NIP, 19731222 199303 2 006 PUSKESMAS PEKAUMAN
35 ANNISA M.ZEIN, A.MD.AK BENDAHARA KAS BLUD
NIP.19930717 201903 2 012 PUSKESMAS PELAMBUAN
36 ELLI NOVITA SARI,AM.KE BENDAHARA KAS BLUD
NIP.19801114 200903 2 004 PUSKESMAS TELUK TIRAM
37 ERMA MAULIDA, A.MD.AK BENDAHARA KAS BLUD
NIP.199209212019032011 PUSKESMAS SUNGAI JINGAH
38 MAHMUDAH,AMD.FAR BENDAHARA KAS BLUD
NIP.19911010 201903 2 016 PUSKESMAS PEMURUS BARU
39 HARTINI, AMD BENDAHARA KAS BLUD
NIP.19820212 200501 2 008 PUSKESMAS 9 NOPEMBER
40 NOOR SYAIDAH BENDAHARA KAS BLUD
NIP.19691008 201406 2 003 PUSKESMAS ALALAK SELATAN
41 MURJIAH BENDAHARA KAS BLUD
NIP.196712191989122002 PUSKESMAS KARANG MEKAR
49 AISYA NAHDIYA, AM.D.AK BENDAHARA KAS BLUD
NIP.19830302 200501 2 006 PUSKESMAS GADANG HANYAR
43 ANITA KARNASIH, AMD,KEB BENDAHARA KAS BLUDPUSKESMAS
NIP.19750320 200003 2 004 CEMPAKA PUTIH
44 MAFHUMAH, AMD BENDAHARA KAS BLUD
NIP.197202172005012010 PUSKESMAS TELUK DALAM
45 RAHMAWATI, AMKG BENDAHARA KAS BLUD

NIP.199008232019032009

PUSKESMAS PEMURUS DALAM

WALI KOTA BANJARMASIN,
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